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ABSTRAK 

 

Tujuan penlitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan 

dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Indonesia.   Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif dan bersifat deskripitif kualitatif.   

Terdapat dua hal pokok dalam hukum pidana Indonesia yaitu perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu adalah perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian 

pidana. Perbuatan demikian disebut perbuatan yang dapat dipidana. Pidana adalah 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana kekerasan dapat digolongkan ke dalam 

bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan 

kekerasan/ancaman kekerasan. Mengenai tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan 

seksual , ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya 

terdapat dalam pasal 285 KUHP. Kekerasanadalah kekuatan fisik atau  perbuatan fisik 

yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan 

perlawanan atau pembelaan, Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan 

sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian 

pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan 

penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan 

perlindungan korban. Dalam telaah hukum positif, undang-undang yang mengatur 

masalah perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) Bab XIII Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 
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PENDAHULUAN 

Tindak pidana kekerasan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang 

merupakan contoh kerentanan posisi anak yang berimplikasi jauh pada kehidupan anak, 

sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan 

fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana 

kekerasan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial. 

Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan kekerasan 

tersebut telah merugikan orang lain baik kekerasan tersebut menggunakan tenaga atau 

kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, 

atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya menyebabkan 

orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. 

Anak rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. 

Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum anak adalah kejahatan asusila. Salah satu 

kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum anak sebagai korbannya adalah kejahatan 

kekerasan. Korban kekerasan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan 

fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban kekerasan di dalam peradilan turut menambah 

penderitaannya. Korban kekerasan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan 

dan menceritakan kembali kejadian kekerasan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban 

kekerasan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan 

pemulihan dari segala penderitaanya. 

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau 

ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum 

pidana Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Secara 

implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah member perlindungan terhadap korban 

kejahatan. 

Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa perlindungan yang diberikan 

secara khusus terhadap korban tindak pidana kekerasan belum ada yang jelas dan 

dikhususkan terhadap korban. Akan tetapi menurut ketentuan hukum pidana di luar 

KUHP dan KUHAP perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-

Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat 

implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung 

seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

 

PEMBAHASAN 

Ketika suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri 

untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut 

terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban 

merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Sering kali pada saat 

pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terbengkalai 

seperti tidak dipedulikan. Padahal hal seperti ini bisa mencoreng nilai-nilai keadilan yang 

terkandung dalam suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan 

tentang penanganan terhadap korban suatu tindak pidana. Dampak kejahatan 

menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban 

sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. 

Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain 

yang menggantungkan hidupnya langsung. Begitu pula dengan kejahatan kekerasan yang 

dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. 



Masalah perlindungan terhadap korban kekerasan selalu menjadi permasalahan 

yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban kekerasan 

tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan 

dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap 

korban kekerasan karenaada beberapa faktor yang jadi penghambat. Perlindungan korban 

tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. 

Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan kekerasan yakni berupa 

penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan 

tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil , di beberapa Negara (apabila pelaku 

orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara. Di dalam KUHP Indonesia, 

kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 285 KUHP. Pasal  ini 

diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 

285 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena 

memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun)”. 

Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil 

mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa 

yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain 

disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil. Dalam 

memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, 

jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan 

subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan 

masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang 

dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa 

yang dibutuhkannya. Aparat (polisi,hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap 

anak korban kekerasan. 

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menyangkut 

kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana  membuat 

dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya 

perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian 

kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. 

Dari beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa macam bentuk perlindungan korban, salah satunya korban kekerasan 

diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban 

sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas 

tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang 

berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. 

 

KESIMPULAN 

Dalam telaah hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah 

perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XIII 

Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.. Dari beberapa aturan yang 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan 

hukum terhadap korban kekerasan diantaranya restitusi (ganti kerugian  yang diberikan 



kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau  pihak ketiga), kompensasi, konseling 

dan rehabilitasi.  
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